
GUBERNUR KALIMAN'TAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR 
I 

TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 -- 2030 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang a. bahwa sebagai wujud partisipasi Pemerintah 

Daerah untuk mengendalikan berlanjutnya 
perubahan iklim, telah ditetapkan Peraturan 

Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 

2012 tentang Rencana Aksi Daerah 

Penun:man Emisi Gas Rumah Kaca (RAD 
GRK) Provinsi Kalimantan Barat hingga tahun 

2020; 

b. bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 

16 Tahun 2016 tentang Pengesahan 
Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka 
Kerja Perserikatan BangsaBangsa mengenai 

perubahan iklim, Pemerintah Republik 
Indonesia menetapkan target kontribusi 

penurunan emisi gas rumah kaca yang 
ditetapkan secara nasional terhadap proyeksi 
emisi Bussines As Usual (BAU) pada tahun 

2030, yakni sebesar 29% secara mandiri, dan 

41 % bila ada kerjasama intemasional; 

PERANGKAT DAERAH 
PEMRAKARSA ASISTEN I SEKDA 
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PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR TAHUN 2020 

TENTANG 

REN CANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 -- 2030 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang a. bahwa sebagai wujud partisipasi Pemerintah 

Daerah untuk mengendalikan berlanjutnya 
perubahan iklim, telah ditetapkan Peraturan 

Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Rencana Aksi Daerah 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaea {RAD 
GRK) Provinsi Kalimantan Barat hingga tahun 
2020; 

b. bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 

16 Tahun 2016 tentang Pengesahan 
Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka 
Kerja Perserikatan BangsaBangsa mengenai 
perubahan iklim, Pemerintah Republik 
Indonesia menetapkan target kontribusi 
penurunan emisi gas rumah kaca yang 
ditetapkan secara nasional terhadap proyeksi 
emisi Bussines As Usual {BAU) pada tahun 
2030, yakni sebesar 29% secara mandiri, dan 
41 % bila ada kerjasama internasional; 
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c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan 

Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 

2012 tentang Rencana Aksi Daerah 

Mengingat 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaea (RAD 
GRK) Provinsi Kalimantan Barat, Rencana 

Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah 

Kaea dapat dikaji ulang secara berkala sesuai 

dengan kebutuhan daerah dan perkembangan 
dinamika nasional; 

d. bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 

16 Tahun 2016 tentang Pengesahan 
Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka 
Kerja Perserikatan BangsaBangsa mengenai 
perubahan iklim, maka Peraturan Gubernur 
Kalimantan Barat Nomor 227 Tahun 2012 

tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca (RADGRK) Provinsi 

Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan 
kondisi saat ini sehingga perlu diganti; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 

b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Reneana Aksi 
Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaea 

(RADORK) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
20202030; 

1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945; 

2. UndangUndang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerahdaerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan 

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1106); 

PERANGKAT DAERAH 
PEMRAKARSA ASISTEN I SEKDA 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan United Nations Framework 

Convention in Climate Change (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3557); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomm· 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dan terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

PERANGKAT DAERAH 
PEMRAKARSA ASISTEN I SEKDA 
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8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 

tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaea; 

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas 

Rumah Kaea Nasional; 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2020 ten.tang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018- 

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat Tahun 2019 Nomor 2}; 
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Menetapkan 

Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 

11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Nomor 9}; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI 

DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2030. 

KARO PERANGKAT DAERAH 
ASISTEN I SEKDA HUKUM PEMRAKARSA 

R t �'.7 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. 

4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah 
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. 

5. Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

6. Kepala Bada:n Pereneanaan Pembangunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan 

Pereneanaa:n Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

7. Gas Rumah Kaea yang selanjutnya disingkat GR adalah gas 
yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun 
a:ntropogenik, yang menyerap dan memanearkan kembali radiasi 
inframerah. 

8. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaea yang 
selanjutnya disebut RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja 
untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung da:n 
tidak langsung menurunkan emisi gas ruma:h kaea: sesuai dengan 
target pembangunan nasional. 

9. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaea yang 
selanjutnya disebut RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja 
untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan 
tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan 
target pemba:ngunan daerah. 

10. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area 
tertentu dalam ja:ngka waktu tertentu. 

11. Tingkat Emisi GRK adalah besarnya emisi GRK tahunan. 

PERANGKAT DAERAH 
PEMRAKARSA 

f 
ASISTEN SEKDA 
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12. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan 

langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga 
menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan 

selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang 
teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 

13. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk 

mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang 
dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari 
berbagai sumber emisi. 

14. Kegiatan Inti adalah kegiatan yang berdampak langsung pada 
penurunan tingkat emisi dan penyerapan GRK. 

15. Kegiatan Pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak 
langsung pada penurunan tingkat emisi dan penyerapan GRK, 
tetapi mendukung pelaksanaan Kegiatan Inti. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Ruang lingkup RAD-GRK meliputi bidang dan sub-bidang sebagai 
berikut: 

a. lahan 

1. kehutanan dan lahan gambut; dan 

2. pertanian, perkebunan dan peternakan. 
b. energi 

1. pengadaan dan penggunaan energi; dan 

2. transportasi. 

c. pengelolaan limbah. 

(2) Substansi inti ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam ayat 
(1) meliputi 5 (lima) bagian, yakni: 
a. profil emisi GRK daerah; 

1. sumber dan potensi penurunan emisi GRK. 

mencakup identifikasi bidang dan kegiatan yang 
berpotensi menghasilkan/penyerap emisi GRK 

PERANGKAT DAERAH 
PEMRAKARSA ASISTEN I SEKDA 
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berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan 
dan produksi emisi sektoral; dan 

2. baseline (tolak ukur) business as usual Emisi GRK. 

mencakup proyeksi tingkat emisi GRK apabila tidak 

dilakukan intervensi dengan kebijakan dan penerapan 
teknologi mitigasi emisi dari bidang-bidang dan kegiatan 
yang teridentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati 
(2020-2030). 

b. aksi mitigasi inti GRK daerah; 

1. usulan rencana aksi penurunan emisi GRK. 

usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi 
menurunkan emisi GRK dari bidang dan sub bidang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa 
kegiatan yang sudah ada maupun kegiatan baru, 
beserta indikasi pembiayaannya; dan 

2. skala prioritas kegiatan dalam pelaksanaan rencana 

aksi penurunan emisi GRK. 

c. strategi implementasi RAD-GRK; 

1. pemetaan kelembagaan dan pembagian peran antar 
stakeholder, 

2. identifikasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
dalam rencana aksi; 

3. jadwal pelaksanaan kegiatan. 
d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK. 

mencakup mekanisme, penanggung jawab, dan kebutuhan 

data dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
RAD-GRK. 

BAB III 

KEDUDUKAN RAD-GRK 

Pasal 3 

(1) RAD-GRK disusun sesuai dengan kondisi dan permasalahan 
serta karakteristik daerah. 

KARO PERANGKAT DAERAH 
ASISTEN I SEKDA HUKUM PEMRAKARSA 

' f if 
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(2) RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan 
dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, 
Renstra Organisasi Pera:ngkat Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. 

BAB IV 

KETERKAITAN RAD-GRK DENGAN 

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 4 

( 1) RAD-GRK berisi upaya penurunan emisi GRK yang bersifat multi- 
sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi dan 

kewenangan daerah, serta terintegrasi dengan Rencana 
Pembangunan Daerah. 

(2) Proses penyusunan RAD-GRK bersifat partisipatif dan 

menggunakan referensi yang tersedia di tingkat nasional dan 
daerah. 

Pasal 5 

(1) Pencapaian target penurunan Emisi GRK tingkat daerah 

dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai 
program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator 

kinerja, dan pembiayaan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah. 

(2) Pemerintah Daerah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung penuruna:n Emisi 
GRK. 

BABV 
PENGKAJIAN ULANG 

Pasal 6 

(1) RAD-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan 
kebutuhan daerah dan perkembangan dinamika nasional. 

KARO PERANGKAT DAERAH ASISTEN I SEKDA HUKUM PEMRAKARSA 

¢ l r 



-9- 

(2) Pengkajian Ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku anggota 
Kelompok Kerja dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda. 

(3) Hasil Kaji Ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Gubernur. 

BAB VI 

DOKUMENRAD 

Pasal 7 

(l) Sistematika dokumen RAD-GRK terdiri dari: 
a. Bab I Pendahuluan; 

b. Bab II Profil Emisi GRK Daerah; 
c. Bab III Aksi Mitigasi Inti GRK Daerah; 
d. Bab IV Strategi Implementasi; 

e. Bab V Monitoring dan Evaluasi; 
f. Bab VI Penutup; dan 

g. Lampiran. 

(2) Dokumen RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan 

Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Barat 

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 27), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

KARO 
HUKUM 

PERANGKAT DAERAH 
PEMRAKARSA ASISTEN I SEKDA 
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Pasal 9 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal ? . 2020 

' GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ( 

SUTARMIDJI 

Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal ? -«cde2020 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

A. L. LEYSANDRI 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 

NOMOR 
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